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ABSTRAKDari bukti-bukti autentik yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan ketidakjelasanserta ketidakakuratan data data tentang status tanah dan perjanjian yang dibuat, maka adakesan data dibuat secara asal. Kelemahan yang dilakukan oleh kelompok tani Sekar Rukunadalah tanah sengketa ditelantarkan  karena tanah tersebut belakangan menjadi rawa,sementara dalam perjanjian dibuat secara jelas apabila tanah ditelantarkan akan diambil aliholeh pemerintah. Fakta lain yang didapat dilapangan bahwa tanah yang akan diambil alihpemerintah tidak ditindaklanjuti setelah beberapa lama tanah tersebut terlantar, denganalasan dan keadaan inilah membawa perselisihan kepada PT. EMHA sebagai perusahaanpemegang Hak Guna Usaha yang berbatasan dengan tanah sengketa. Kejelasan daripemerintah dalam hal ini Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tidak adamengatakan bahwa tanah tersebut sudah diberikan Kepada PT. EMHA, hal inilah yangmemicu permasalahan setelah PT. EMHA memasukkan eskapator untuk mengolah danmeratakan tanah sengketa.Kata Kunci: Sengketa HGU, PT. EMHA, Kelompok Tani Sekar Rukun
ABSTRACT
The goal is for people to live a decent to cultivate land for farming. Status of land given is
working on with the results. From the evidence of authentic evidence obtained in this study
indicate lack of clarity and inaccuracies of data data about the status of the land and the
agreement made, then there is the impression created by the origin of data. Weakness
conducted by farmer groups Sekar Pillars is a land dispute was later abandoned due to land into
a swamp, while the agreement was made clear when abandoned land will be taken over by the
government. Other facts obtained in the field that the land will be taken over by the government
were not followed up after a while the land is abandoned, with the reasons and circumstances to
bring this dispute to PT. Emha as holder of leasehold land bordering the dispute. Clarity of the
government in this case the Minister of Agrarian / Head of National Land Agency have nothing
to say that the land has been given to PT. Emha, this is what triggers the problem after PT.
Emha enter eskapator to process and flatten the land dispute.
Keywords: Dispute the concession, PT. Emha, Farmers Group Sekar Rukun
I. PendahuluanBerbicara mengenai tanah adalahberbicara mengenai kehidupan, karena tanahadalah hal yang sangat penting untuk hidupmanusia, baik untuk tempat tinggal,pertaniah dan tempat usaha bahkan untukpembangunan. hampir semuanyamembutuhkan tanah, oleh karena itu setiapmanusia yang hidup di dunia ini pastimembutuhkan tanah. Tanpa tanah manusiatidak akan mungkin beraktifitas untuk
melangsungkan hidupnya. Tanah tidakmungkin untuk bertambah sementaramanusia setiap saat bertambah.Alasan inilah yang membawa suatupermasalahan besar dalam hidup manusia.Begitu Sangat sentralnya keberadaan tanahbagi manusia maka tanah harus dijaga,diatur peruntukannya bahkanpenggunaanya. Ini dapat dilakukan hanyadengan sebuah produk hukum yangmengatur peruntukan dan penggunaan
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tanah tersebut. Agar masyarakat Indonesiaterhindar dari permasalahan pertanahan,dalam penyusunan perundang-undanganNegara Kesatuan Republik Indonesia,pengaturan mengenai tanah harus benarbenar  diperhatikan agar undang-undangyang dibuat betul-betul memenuhikepentingan hukum yang berhak.Di dalam Negara Republik Indonesiayang susunan kehidupan rakyatnyatermasuk perekonomiannya, terutama masihbercorak Agraris, maka bumi, air dan ruangangkasa sebagai karunia Tuhan Yang mahaEsa mempunyai fungsi yang amat pentinguntuk membangun masyarakat adil danmakmur1 . Pernyataan dan kenyataan inimembawa konsekuensi agar pengaturankepemilikan hak atas  tanah pun dikaji lebihmendalam agar hak-hak atas tanah untuksetiap individu mendapat perlindungan.Dengan terlindunginya hak hak individu atastanah maka terciptalah sebuah keamanan,kenyamanan untuk kesejahteraanmasyarakat Indonesia.Dasar pemberian hak atas tanah bagimasyarakat Indonesia harus mengacu padaPasal 33 ayat (3) Undang-undang dasar1945 sebagai hak menguasai dari negara.Makna hak menguasasi dari negara bukanberarti bahwa tanah tersebut dimiliki secarakeseluruhan oleh negara2. Tidak terkecualipermasalahan Hak Guna Usaha dalam hidupbermasyarakat sering terjadi di wilayahRepublik Indonesia. Biasanya permasalahanini selalu berimbas kerugian kepadamasyarakat setempat yang berdampinganlangsung dengan tanah yang diberi Hak GunaUsaha oleh pemerintah. Hal ini dipicuketidakjelasan tentang batas-batas hak gunausaha yang diberikan pemerintah kepadapengusaha sebagai perusahaan yangmengelola hak guna usaha tersebut.Lebih lanjut lagi kepastian tentangstatus hak atas tanah yang belum jelas ataumasih dikelola masyarakat, kadang-kadangpemerintah mau memberikan hak atas tanah
1 Soetopo, Pedoman Jual Beli Tanah
Peralihan Hak dan Sertifikat, (Malang: LembagaPenerbitan Universitas Brawijaya, 1981),halaman 132 G Karta Sapoetra, Permasalahan Tanah
di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta,1992),halaman 1
kepada pihak lain,  dengan demikian makasering terjadi tumpang tindih  hak atas tanahdalam satu obyek yang sama. Kerancuanmengenai luas hak Guna usaha kadang-kadang sangat tidak jelas, apalagi waktupemberian hak tersebut masih diukur secaramanual atau kadang-kadang disengaja olehpemohon hak guna usaha dalammenghindari pajak.Mengingat akan susunan masyarakatpertanian kita seperti sekarang ini, kiranyauntuk  waktu yang akan datang, masih perludibuka kemungkinan adanya penggunaantanah pertanian oleh orang-orang yangbukan pemiliknya, misalnya secara sewa,bagi hasil, gadai dan sebagainya3. Hal inidimaksudkan untuk memberikan peluangkepada masyarakat untuk mengolah danmemanfaatkan tanah pertanian secara lebihlayak. Biarpun demikian segala sesuatuharus dilaksanakan sesuai dengan ketentuanUndang-undang dan peraturan-peraturanlainnya, yaitu untuk mencegah hubunganhubungan hukum yang bersifat penindasansi lemah oleh si kuat.4Pemicu sengketa lahan bagiPengelola dan masyarakyat biasanyadisebabkan  ketidakjelasan asal usul tanahserta kurang pahamnya masyarakatIndonesia tentang peraturan mengenaipertanahan. Bila kita kaji dari prinsip negarakesejahteraan sebagaimana yang sudahdituangkan dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3dan UUPA No 5 tahun 1960, makapemerintah berkewajiban untukmemberikan kesejahteraan bagi setiapwarganya. Salah satu cara pemerintah untukmensejahterakan masyarakatnya denganmemberikan peruntukan tanah sesuaidengan fungsi tanah sebagai hak menguasaidari negara tentang tanah.Pengejawantahan lebih lanjutmengenai hukum tanah banyak tersebardalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya seperti PeraturanPemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentangHak Guna Usaha, Hak Guna bangunan danhak pakai, serta Peraturan Menteri
3 Boedi Harsono,(1) Sejarah
pembentukan Undang undang Pokok Agraria isi
dan pembentukannya, (Jembatan, 2003), halaman227 4 Ibid halaman 227
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Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor  3 Tahun 1999 tentang PelimpahanKewenangan Pemberian dan PembatalanKeputusan Pemberian Hak atas Tanah sertaPMA, K BPN No 1 Tahun 1999 tentang Tatacara penyelesaian sengketa pertanahan, danlain-lain.Bila perundang-undangan ini telahdisosialisasikan dan dipahami dengan baikdan benar oleh Pejabat Pemerintah danmasyarakat maka permasalahan pertanahandi Indonesia akan dapat teratasi dengan baik.Dalam hal ini mengacu kepada upaya untukmelindungi kepentingan warga negaraIndonesia supaya masyarakat Indonesiasejahtera, aman dan makmur maka tindakanpemerintah harus dapat memberikanfasilitas bagi warga negaranya untukberaktifitas guna mencapai kehidupan yangdicita-citakan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD1945.. Cara yang harus ditempuh adalahpenyediaan lahan pertanian cukup untukdikelola oleh masyarakat agar mampu hidupsebagaimana layaknya manusia yangbermartabat, sejahtera dan damai melalui
Landreform. Demikian juga misalnyapemakaian atas dasar sewa, perjanjian bagihasil, gadai dan sebagainya tidak bolehdiserahkan pada pihak pihak yangberkepentingan sendiri atas tanah“freefingh” akan tetapi penguasa akanmemberikan ketentuan ketentuan tentangcara dan syarat-syaratnya, agar dapatmemenuhi pertimbangan keadilan danmencegah cara cara pemerasan.5.Pada tahun 1970 masyarakat desaSimodong oleh pemerintah diberikanfasilitas lahan pertanian untuk diusahaisebagai lahan persawahan dengan dasarsewa yang luasnya bervariasi antara yangsatu dengan yang lain sesuai dengan SuratIjin mengerjakan (menggarap) tanah Nomor1 sampai dengan Nomor 22/LR/1970. Lahanini diberikan kepada masyarakat petanisebagai wujud dari perhatian pemerintahdaerah kepada masyarakat desa Simodongagar mampu meningkatkan taraf hidupnyamelalui proyek Landreform.Panitia Landreform Daerah Tingkat IIAsahan membuat sebuah kebijakan  untukmembagikan tanah pertanian kepada masing
5 Ibid halaman 227
masing masyarakat desa Simodong hasilkonsesi dari hak barat yang sudah habismasa waktunya yang luasnya bervariasi.Syarat yang diberikan pemerintah sudahsangat tepat supaya masyarakat setempatdiberi tanggung jawab sebagai warga negara,sebagai wujud dari pembagian tanahtersebut masyarakat harus secara jujur danterus menerus mengerjakan dan mengusahailahan pertanian tersebut agar mampumeningkatkan taraf hidupnya.Niat baik pemerintah diapresiasioleh masyarakat desa Simodong pada awalmulanya  tetapi belakangan tanah yang 25,97Ha   dengan menelantarkan tanah pertaniantersebut seluas kurang lebih 15 Ha karenarawa, hal ini sesuai dengan PeraturanPemerintah No. 11 tahun 2010 tentangPenertiban dan Pendayagunaan TanahTerlantar. Seakan akan Pemerintah membuatdasar hukum pembenaran yang dilakukanoleh PT. EMHA atas tanah tersebut. Dalamketentuan mengenai Landreform sangat jelasdikatakan tanah yang diperuntukkan untukrakyat kecil agar mampu meningkatkan tarafhidupnya. Bila pemerintah menggunakanPeraturan Pemerintah Nomor 11 tahun2010, harus mengikuti beberapa prosedurseperti diatur dalam Pasal 4  ayat (1)  KepalaKantor Wilayah menyiapkan data tanah yangterindikasi terlantar dan ayat (2)mengatakan  data tanah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sebagai dasarpelaksanaan identifikasi dan penelitian.Dilihat dari segi peruntukannyatanah yang terlantar harus diusahai dandikerjakan. Kebijakan ini adalah langkahyang tepat bagi orang atau badan hukumuntuk mengusahai dan menguasai  agartanah agar jangan sampai ditelantarkan.Tetapi belakangan PT. EMHA mengklaimtanah tersebut adalah milik PT. EMHA. Dapatdipastikan PT. EMHA tidak mempunyaikesempatan untuk mengolah ataumembuldozer tanah tersebut dengan alasansudah mempunyai hak apalagi tanahtersebut tetap diusahanya oleh masyarakatyang diberi hak sewa. Akan tetapi menuruthukum tanah tersebut tidak dapat dikuasaiatau diusahai oleh PT. EMHA dengan alasantanah ditelantarkan karena sudah ada hakmelekat diatas tanah tersebutTidak dapat dipungkiri falsafah ataukonsepsi hukum tanah nasional adalah
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hukum adat yang dirumuskan bersifatkomunalistik religius, namunmemungkinkan penguasaan tanah secaraindividual, dengan hak-hak atas tanah yangbersifat pribadi sekaligus mengandung unsurkebersamaan 6 . Suasana religius Hukumtanah Nasional tampak juga dari apa yangdinyatakan dalam konsideran/pendapat danpasal 5 UUPA, sebagai pesan bagi pembuatundang undang agar dalam membangunhukum nasional jangan mengabaikan,melainkan harus mengindahkan unsur-unsuryang bersandar pada hukum  agama7Permasalahan tanah yang terjadi didesa Simodong Kecamatan Sei SukaKabupaten Batubara adalah permasalahanhukum yang tergolong pelik. Pihak kelompoktani yang diberi kesempatan olehpemerintah untuk mengusahai tanahpertanian dengan dasar sewa tanah tidakdilaksanakan dengan baik atauditelantarkan. Dipihak lain pemerintah tidaksecara tegas mencabut hak sewa yangdiberikan pemerintah pada masa tanahsudah ditelantarkan atau minimal peringatandari pemerintah, sehingga para petanimerasa bahwa tanah tersebut masihmiliknya dengan dasar sewa8.PT. EMHA belum memiliki pemilikansecara resmi dari pemerintah tentang statustanah sengketa. Dalam keputusan menteridalam negeri No 32/HGU/DA/88 dalamputusan keempat diktum c mengatakan“apabila di dalam areal yang diberikan HakGuna Usaha ini ternyata masih terdapatpendudukan/penggarapan rakyat secaramenetap dan belum mendapat penyelesaian ,maka menjadi kewajiban dan tanggungjawab sepenuhnya dari pihak penerima hakdengan sebaik-baiknya menurut ketentuanperaturan yang berlaku.Keputusan yang demikian adalahsebuah keputusan yang sangat rancu,dimana pemerintah memberikankesempatan kepada pengusaha denganmasyarakat untuk saling bermusuhan atau
6 Ibid halaman 2297 Ibid halaman 2308 Perjanjian Hak sewa oleh PanitiaLandreform dibuat selama lamanya 2 tahunterhitung mulai 24 September 1961 sementaraizin diberikan Tanggal 23 Nov 1970, ada sebuahkejanggalan atau kesalahan administratif
membuka peluang untuk berselisih, halinilah sekarang yang dialami olehmasyarakat desa Simodong Kecamatan SeiSuka yang membawa permasalahanterhadap kelompok tani Sekar Rukun.Inilah salah satu pemicupermasalahan maka timbul sengketa antaramasyarakat yang mengklaim bahwa tanahtersebut adalah tanah miliknya dengan dasarsurat izin garap dari panitia Landreform.Pada prinsipnya pengadaan tanah dilakukandengan cara musyawarah antara pihak yangmemerlukan tanah dengan pemegang hakatas tanah yang diperlukan untuk kegiatanpembangunan 9 yang dalam hal inipembangunan masyarakat desa Simodonguntuk kesejahteraan hidupnya. Istilahmusyawarah di sini adalah suatu cara yanglakukan oleh masyarakat atas sebidangtanah untuk dihaki. Pemerintah mengaturkepemilikan hak atas tanah harusmemohonkan kepada Badan PertanahanNasional, melalui permohonan hak-hak atastanah. Permohonan ini seringmenimbulkan permasalahan dalammasyarakat. Akibat dari hal ini setiapkegiatan pengadaan tanah hampir selalumenghadapi resistensi dari masyarakat yangmengusahai tanah tersebu 10 . Hal inisebenarnya disebabkan oleh pergeseran nilaisosial masyarakat tentang pentingnya tanahdan nilai jual akan tanah yang semakinmenggiurkan memaksa masyarakat memilikisebidang tanah dengan berbagai macam carauntuk kesejahteraan hidupnya.Di Sumatera utara misalnyapermasalahan tanah masih mendudukitingkat pertama dalam sengketa perdatadalam masyarakat. Disamping rumitnyameneliti keabsahan kepemilikan hak atastanah, hal ini sangat berpengaruh besartentang sejarah kepemilikan hak atas tanahyang ada di Sumatera utara. Tidak bisadipungkiri salah satu modal pokok dalam
9 Maria S Soemardjono, Tanah dalam
perspektif Hak Ekonomi , sosial, dan budayaCetakan Pertama,(Jakarta: Kompas,2008),halaman 28010 Syaiful Bahri, Negara dan hak rakyat
untuk tanah,  Harian Kompas Tanggal 13 Mei2005
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pembangunan adalah tanah menujuterbentuknya masyarakat adil dan makmur.Kalau masalah tanah ini tidak dapatatau kurang dikendalikan,  antarakepentingan yang satu dengan kepentinganlainnya, akan terjadi bentrokan yang akanmenghambat pelaksanaan pembangunan,dan sehingga tujuan pembangunan akanlambat tercapainy 11 . Kenyataan inidiperkeruh lagi setelah zaman orde barudimana tanah-tanah masyarakat  seringdirampas dengan dalil untuk kepentinganpembangunan dan pada kenyataannyaadalah sebagai alat meligitimasi bagikepentingan pengusaha.Pemerintah harus berpihak kepadamasyarakat luas dalam penanganan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakatdisamping tetap mempertimbangkankeabsahan kepemilikan dari setiappengusaha dalam mendapatkan haktersebut. Karena bila mana pengusaha-pengusaha secara jujur memperoleh haktersebut harus tetap mendapat perlindungandari pemerintah agar tercipta kepastianhukum dan kepastian berusaha bagi setiaporang atau badan hukum yang ada diIndonesia. Hal ini sangatlah pentingdilakukan agar tercipta kenyamanan dankeamanan berusaha bagi setiap masyarakat.Pemerintah harus memperhatikan segalakemungkinan yang akan timbul apabilapengendalian dan perolehan hak danpenggunaan tanah itu terdapat kelemahankelemahan12.
II. Rumusan MasalahBerdasarkan latar belakang diatas makadapat dirumuskan beberapa permasalahan :1. Bagaimana prosedur pemberian HakGuna Usaha kepada perusahaan EMHAmenurut UUPA dan peraturanpelaksananya ?2. Bagaimana hubungan PT. EMHA denganKelompok Tani Sekar Rukun sehinggamembawa permasalahan hukumdibidang kepemilikan tanah.3. Bagaimana usaha yang ditempuh olehpemerintah dalam menyelesaikanpermasalahan yang terjadi antara PT.
11 G. Kartasapoetra, 1992, Op.cit hal 6312 Ibid Halaman 63
EMHA dengan Kelompok Tani SekarRukun
III. Metode Penelitian
A. Jenis dan Sifat PenelitianPenelitian adalah suatu cara ilmiahuntuk memecahkan suatu masalah danuntuk menembus batas batas ketidaktahuanmanusia 13 . Pekerjaan penelitian adalahsebuat pekerjaan dengan mengumpulkanberbagai macam bahan yang berhubungandengan penelitian yang tengah dilakukan.Hal ini timbul adalah karena ada masalah,tanpa ada masalah tidak akan ada penelitian.Penelitian dilakukan untuk menjawabsebuah masalah kenyataan dengan harapan.Dalam penelitian ini bersifatpersfektif artinya suatu penelitian yangditujukan untuk mendapatkan solusipemecahan permasalahan  dan apa yangharus dilakukan untuk menbatasi masalahtersebut 14 . Pendekatan yang digunakanadalah pendekatan perundang undangan(Statuta approach). Pendekatan inidilakukan dengan menelaah semuaperaturan perundang-undangan dan regulasiyang bersankut paut dengan permasalahanyang sedang diteliti.15Sifat penelitian ini adalah penelitianhukum deskriktif analitik. Deskriktif artinyamenggambarkan apa adanya 16 jadi dalampenelitian ini, penulis akan menggambarkanatau menelaah permasalahan hukumpertanahan yang sedang terjadi diKecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Baraterutama mengenai  penyelesaian sengketaantara PT. EMHA dengan MasyarakatKelompok Tani Sekar rukun yang sedangterjadi saat ini juga penulis akan mencobamenelaah prosedur pemberian hak gunausaha pada Badan Pertanahan Nasional.Analitis artinya data-data dari hasilpenelitian ini akan diolah terlebih dahulu,
13 Riduwan, Skala pengukuran variabel
variabel penelitian, (Bandung: Alpabeta,2002),halaman 114 Soerjono Soekanto, Pengantar
penelitian Hukum(Jakarta : UI Press, 1986),Halaman 1015 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian
Hukum, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group,2007),Halaman 9316 Kamus bahasa Indonesia, Op.citHalaman 258
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dianalisa serta diuraikan secara cermatberdasarkan  perundang undangan terutamayang berhubungan dengan pertanahan danprosedur penyelesaian sengketa pertanahanyang melibatkan masyarakat, pengusaha danpemerinta.
B. Metode PenelitianMetode yang digunakan dalampenelitian ini adalah pendekatan YuridisNormatif  dimana pendekatan terhadappermasalahan dilakukan dengan mengkajiberbagai aspek hukum. Pendekatan yuridisnormatif dipergunakan adalah denganmelihat peraturan perundang-undangantentang pertanahan, dan peraturan tentangtata cara pemberian hak guna usaha sertatatacara penyelesaian sengketa yang terjadidi bidang pertanahan. Peneliti akanmempergunakan data kepustakaan sebagaidata sekunder. Pendekatan yang keduaadalah pendekatan Sosiologis empiris yaitumempelajari perundang-undangan denganmembandingkannya dengan kenyataan yangmasih hidup dan berkembang di DesaSimodong khususnya menyangkutpermasalahan pertanahan  hak guna usahadan penyelesaian sengketa tanah denganmasyarakat setempat.Penelitian ini akan melakukan studylapangan dengan melakukan wawancaraterhadap masyarakat desa SimodongKecamatan Sei Suka terutama anggotakelompok tani Sekar Rukun dan Kepala DesaSimodong serta Camat Sei Suka denganmempergunakan metode pendekatansosiologis. Data-data akan diambil dariKantor Pertanahan Kabupaten Asahanmengenai prosedur pemberian hak gunausaha Untuk melakukan deskripsi dankemudian menjelaskan hukum dalamkenyataan secara penuh, maka sosiologihukum harus mengungkapkan dan menguraihukum itu sampai pada persfektif mendasartersebut17. Wawancara adalah suatu carapengumpulan data yang dipergunakan untukmemperoleh informasi langsung darisumbernya18.Dalam hal wawancara dengansumbernya penulis memilih wawancara
17 Satjipto Raharjo,Op. Cit halaman 6618 Riduwan , Op.cit halaman 29
bebas terpimpin yaitu wawancara yangmerupakan perpaduan antara wawancarabebas dan terpimpin19. Dalam pelaksanaanwawancara yang demikian pewawancarahanya membawa garis garis besar yang akanditanyakan kepada nara sumber.Pewawancara juga harus pandaimelihat situasi dan kondisi yang diwawancarai agar jangan cepat bosan agarterungkap sebuah paradigma secara benar.Dengan mengungkap paradigma tersebut iaakan mampu menjelaskan lebih baik subyekyang dipelajarinya20. Hal ini dilakukan agardata yang diperoleh dipastikankebenarannya agar  dapat dibandingkandengan kenyataan yang berkembangdimasyarakat sebagai pelaku hukumtersebut.
C. Lokasi / Tempat  PenelitianPenelitian ini dilakukan  di desaSimodong Kecamata Sei Suka KabupatenBatubara. Sebuah Kabupaten yang barudimekarkan dari kabupaten Induk yaituKabupaten Asahan.Sumber data  dalam penelitian iniadalah masyarakat desa SimodongKecamatan Sei Suka yang tergabung dalamkelompok tani sekar rukun dan PT. EMHAyang mempunyai kepentingan hukumdengan tanah sengketa. Agar data yangdiperoleh dapat dijamin keakuratannyamaka akan dilakukan wawancara langsungdengan Anggota kelompok tani sekar rukun,kepala desa Simodong, Camat Sei Suka,kantor Pertanahan kabupaten Asahan.
D. Alat Pengumpulan dataUntuk mengumpulkan datadipergunakan Kuesioner yang dibagikanpada responden, dan juga dilakukanwawancara langsung dengan orang-orangyang dianggap lebih berkompeten terhadappermasalahan lahan di desa Simodongseperti Tokoh Masyarakat, Kepala Desa danCamat Kecamatan Sei Suka.Kuesioner dibuat dengan kombinasiantara tertutup dengan terbuka. Pertanyaantertutup berarti kemungkinan jawabansudah ditentukan lebih dahulu sehinggaresponden tidak bisa memberikan jawaban
19 Ibit halaman 3020 Satjipto Raharjo, Loc.cit halaman 66
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lain. Terbuka berarti kemungkinan jawabantidak ditentukan maka responden masih bisamemberikan jawaban lain.Kuesioner tersebut berisi Identitasresponden, kepemilikan hak atas tanah ,lamanya tinggal di desa tersebut. Identitasresponden menyangkut : jenis Kelamin,umur, tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan.Pemilikan atas tanah berkaitan sengketa,golongan pemilik tanah, jenis tanah.
E. Prosedur pengambilan dan
pengumpulan dataKelompok tani yang bergabungdalam kelompok tani sekar Rukun berjumlah22 orang tidak  dijumpai secara keseluruhantetapi hanya sebanyak 10 orang. Hal inidilakukan adalah untuk mendapatkan datasecara akurat dan mendalam tentang sejarahkepemilikan tanah sengketa sampai terjadipermasalahan dimaksud. Tahap selanjutnyapeneliti akan berkordinasi dengan PT. EMHAtentang status kepemilikn tanah sengketadan bagaimana mereka mendapatkan tanahtersebut.Penelitian ini akan mencobamenelusuri proseduran pemberian hak gunausaha ke kantor Pertanahan wilayah yangada di Kanwil BPN. Untuk memperlancarpendekatan kepada masyarakat DesaSimodong terlebih dahulu berkoordinasidengan Lurah atau Kepala Desa setempattentang maksud dan tujuan peneliti. Setelahmendapat petunjuk dari Lurah/ Kepala Desakemudian dilakukan wawancara terhadapresponden dengan berpedoman padakuesioner yang telah disusun dari setiapdesa yang telah ditentukan tadi.Langkah selanjutnya ; untukmemperoleh informasi yang lebih akurat danlengkap juga dilakukan wawancara langsungdengan pemuka masyarakat serta perangkatdesa/ lurah.  Keterangan mereka ini nantinyaakan dihubungkan dengan kuesioner yangtelah didapat untuk mengetahuikesesuaiannya. Data inilah nantinya menjadidata primerData sekunder adalah berupafotocopi surat bukti  tanah yang diperolehdari Badan Pertanahan Nasional. Danperaturan perundang-undangan mengenaipertanahan terutama yang berhubungandengan tanah sengketa dengan latar
belakang pembagian tanah pada masyarakatdengan dasar Landreform.
F. Analisis dataData yang diperoleh baik primermaupun sekunder diperiksa untukmengetahui apakah betul betul bisadipercaya dan akurat. Kemudian datatersebebut dianalisa/diolah dan ditafsirkansecara logis dan sistmatis denganpendekatan perundang-undangan yangberlaku mengenai penyelesaian sengketapertanahan. Dasar analisis / penafsiran yangdipakai adalah peraturan perundang-undangan agraria Indonesia yangmenyangkut prosedur pemberian hak GunaUsaha atas tanah, peraturan mengenaiKewenangan pemerintah daerah dalampenyelesaian sengketa hak Guna Usaha sertapedoman lain tentang penanganan sengketaPertanahan.
IV. Hasil Dan Pembahasan
A. Prosedur Pemberian Hak Guna
Usaha kepada Perusahaan Swasta
1. Hak Guna Usaha dalam  Perundang-
undanganDi dalam Undang-undang Nomor 5Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-PokokAgraria Pasal 28 ayat (1) menyebutkanbahwa Hak Guna Usaha adalah hak untukmengusahakan tanah yang dikuasai langsungoleh negara dalam jangka waktusebagaimana tersebut dalam Pasal 29, gunaperusahaan pertanian, perikanan, ataupeternakan.Sebelum diundangkannya  Undang-undang Nomor 5 tahun 1960, pengertiantanah negara ditemukan dalam PeraturanPemerintah Nomor 8 tahun 1953 (L.N. 1953,No. 14, T.L.N. No. 362). Dalam PeraturanPermerintah tersebut tanah negara disebutsebagai tanah yang dikuasai penuh olehnegara. Substansi dari pengertian tanahnegara ini adalah tanah-tanah memangbebas dari hak-hak yang melekat diatastanah tersebut, baik  hak barat maupun hakadat (vrij landsdomein) atas tanah. Denganterbitnya UUPA tahun 1960, pengertiantanah Negara ditegaskan bukan dikuasaipenuh akan tetapi merupakan tanah yang
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dikuasai langsung oleh Negara 21 Artinya,negara dikontruksikan bukan sebagaipemilik tanah. negara sebagai organisasikekuasaan rakyat yang bertindak selakubadan penguasa, yang diberikan wewenangdalam hal sebagai berikut :1. mengatur dan menyelengarakanperuntukan, penggunaan, persediaandan pemeliharaannya;2. menentukan dan mengatur hak-hakyang dapat dipunyai atas (bagian dari)bumi,air dan ruang angkasa itu;3. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orangdan perbuatan hukum yang mengenaibumi, air dan ruang angkasa.”Setelah lahirnya UUPA, di dalamberbagai peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa pengertiantanah negara adalah tanah yang tidakatau belum dibebani dengan sesuatu hakatas tanah. Atas pemahaman konsep danperaturan perundang-undangan tentangpengertian tanah negara dapat ditarikkesimpulan dalam tatanan yuridis bahwaterdapat dua kategori tanah negaradilihat dari asal usulnya:1. tanah negara yang berasal daritanah yang benar-benar belumpernah ada hak atas tanah yangmelekatinya atau disebut sebagaitanah negara bebas;2. tanah negara yang berasal daritanah-tanah yang sebelumnya adahaknya, karena sesuatu hal atauadanya perbuatan hukum tertentumenjadi tanah negara. Tanah bekashak barat, tanah dengan hak atastanah tertentu yang telah berakhirjangka waktunya, tanah yangdicabut haknya, tanah yangdilepaskan secara sukarela olehpemiliknya.22Berdasarkan pengertiantersebut, Hak Guna Usaha merupakansuatu hak yang diberikan oleh negarakepada subjek hukum tertentu dengansyarat yang tertentu pula untuk
21Penjelasan Umum II (2) UUPA22 BF Sihombing, Evolusi Kebijakan
Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia,(Jakarta : PT. Toko Gunung Agung Tbk), halaman79
mengelola dan mengusahakan tanahnegara dengan orientasi yang bergerakdalam bidang pertanian, perikanan ataupeternakan 23 .  Pemegang hak gunausaha harus benar-benar memanfaatkanlahan tanah yang dimohon sesuaidengan prosedur yang sudah diaturdalam pemberian hak guna usahaCiri-ciri yang melekat pada hakmenurut hukum mengandung unsur-unsur sebagai berikut :1. Hak itu dilekatkan kepada seseorangyang disebut sebagai pemilik atausubjek dari hak itu. Ia juga disebutsebagai orang yang memiliki titelatas barang yang menjadi sasarandari pada hak.2. Hak itu tertuju kepada orang lain,yaitu yang menjadi pemegangkewajiban. Antara hak dan kewajibanterdapat hubungan korelatif.3. Hak yang ada pada seseorang inimewajibkan pihak lain untukmelakukan (commission) atau tidakmelakukan (omission) sesuatuperbuatan, yang disebut sebagai isidari pada hak4. Commission atau omission itumenyangkut sesuatu yang disebutsebagai objek dari hak,5. Setiap hak menurut hukummempunyai titel, yaitu suatuperistiwa tertentu yang menjadialasan melekatnya hak itu kepadapemiliknya24.
2. Subjek Hak Guna UsahaDalam istilah hukum ada dikenaldua subyek hukum yaitu orang (person)dan badan Hukum. subyek daripada Hakguna usaha adalah orang atau badanhukum. Suatu hak hanya dimungkinkandiperoleh apabila orang atau badan yangakan memiliki hak tersebut cakap secarahukum untuk mempunyai objek yangmenjadi haknya. Pengertian yangtermasuk pada hak meliputi, hak dalam
23 www.property.net,diaksestanggal12November 2014.24 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum,(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), halaman55
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arti sempit yang dikorelasikan dengankewajiban, kemerdekaan, kekuasaan danimunitas.Adapun subjek yang dapatmemegang Hak Guna Usaha telah diaturdalam pasal 30 UUPA yang menjelaskansubjek hukum yang dapat menjadipemegang hak atas tanah, yaitu :a.Warga Negara IndonesiaSebagaisubjekhukum, warganegara Indonesiamemilikiotoritasuntukmelakukankewajiban dan mendapatkanhaknya.Dengan kata lain, warga negaraIndonesiamemilikikewenanganuntukmelakukansuatuperbuatanhukumtertentu,misalnyamengadakansuatuperjanjian, mengadakanperkawinan,membuatsuratwasiat, danlainsebagainyatermasukmengadakansuatuperbuatanhukum yangmenyangkutdengantanah dan hak-hak atas tanah.25Pada prinsipnya setiap orangadalah subjek hukum (natuurljik
persoon). Dikaitkan dengankemampuan menjunjung hak dankewajiban, orang akan menjadi subjekhukum apabila perorangan tersebutmampu mendukung hak dankewajibannya. Dalam pengertian ini,maka orang-orang yang belum dewasa,orang yang dibawah perwalian danorang yang dicabut hak-hakkeperdataanya tidak dapatdigolongkan sebagai subjek hukumdalam konteks kemampuanmenjunjung hak dan kewajiban.Intinya, adaketentuan-ketentuantertentu yang harusdipenuhiagar seseorangwarga negaradapatdigolongkansebagaisubjekhukumyaitu :1. telahdewasa(jikatelahmencapaiusia 21tahunke atas)2. tidakberadadibawahpengampuan (curatele),dalamhaliniseseorang yangdalamkeadaan gila, mabuk,
25Muchsin, , Ikhtisar Ilmu Hukum, (BadanIblam, Jakarta,2005), halaman24
mempunyaisifat boros, danmereka yang belumdewasa26.b.BadanHukum IndonesiaBadan hukum juga disebut sebagaipendukung hak dan kewajiban yang tidakberjiwa. Perbedaannya dengan subjekhukum orang perorangan adalah badanhukum itu hanya dapat bergerak bila iadibantu oleh subjek hukum orang. Artinya, iatidak dapat melakukan perbuatan hukumtanpa didukung oleh pihak-pihak lain. Selainitu, badan hukum tidak dapat dikenakanhukuman penjara (kecuali hukuman denda27Untuk dapat menjadi subjek Hak GunaUsaha, badan hukum harus memenuhisyarat-syarat tertentu, yaitu :1. Didirikan menurut ketentuan hukumIndonesia2. Berkedudukan di indonesia.Hal ini membawa konsekuensibahwa setiap badan hukum, selama didirikanmenurut ketentuan hukum danberkedudukan di Indonesia dapat menjadisubjek hak guna usaha sebagaimana diaturdalam perundang undangan Indonesiatentang subyek hukum. Apabila tidak lagimemenuhi syarat sebagaimana di atas, makaberdasarkan Pasal 3 Peraturan PemerintahNomor 40 tahun 1996, maka dalam jangkawaktu satu tahun Hak Guna Usaha tersebutwajib dilepaskan atau dialihkan kepadapihak lain yang memenuhi syarat.Apabila tidak dialihkan, Hak GunaUsaha tersebut hapus karena hukum dantanahnya menjadi tanah negara. Hal initerjadi karena perubahan statuskewarganegaraan seseorang atau badanhukum yang telah habis ijin dan tidakdiperpanjang lagi masa berlakunya.
3. Objek Hak Guna UsahaObjek hak guna usaha adalah tanahnegara. Tanah yang dapat diberikan denganHak Guna Usaha adalah tanah negarasebagaimana yang telah dijelaskansebelumnya, tanah negara adalah tanah yangdikuasai langsung oleh negara dan belumatau tidak terdapat hak-hak lain di atas tanahtersebut atau tanah negara bebas. Mengenai
26CTS Cansil, Pengantar Ilmu Hukum dan
Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,2002), halaman 11827Ibid, halaman 118
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obyek yang dimaksud disini tanah negarayang dimaksud harus benar benar dapatdibuktikan tanah tersebut dalam keadaankosong dan tidak sedang dikuasai ataudigarap oleh masyarakat.Jika tanah yang diberikan Hak GunaUsaha tersebut merupakan tanah negarayang merupakan kawasan hutan, makapemberian Hak Guna Usaha baru dapatdilakukan setelah adanya pelepasan hak darikawasan hutan. Demikian juga bila di atastanah tersebut terdapat hak-hak lain, makapemberian Hak Guna Usaha baru dapatdilakukan apabila pelepasan hak yangsebelumnya telah selesai. Hal ini sesuaidengan ketentuan sebagaimana diatur dalamPasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, HakGuna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.Selanjutnya, dalam rumusan Pasal 4ayat (4) disebutkan bahwa apabila di atastanah yang akan diberikan Hak Guna Usahatersebut terdapat bangunan dan/atautanaman milik pihak lain yangkeberadaannya sah secara hukum, makapemegang Hak Guna Usaha dibebankanuntuk memberikan ganti kerugian kepadapemilik bangunan/tanaman yang ada diareal itu sebagai penghargaan terhadap hakatas tanah yang dihaki oleh pemegang haksebelumnya.Undang-Undang Nomor 20 Tahun1961 tentang Pencabutan Hak-Hak AtasTanah dan Benda-Benda yang ada di atasnyamenyebutkan bahwa ganti rugi yang layakitu disandarkan pada nilai nyata/sebenarnyadari tanah atau benda yang bersangkutan.Ganti kerugian ini ditetapkan olehPemerintah atas usul Panitia Penaksir yangterdiri dari pejabat ahli dalam bidangnya.Dalam penetapan besarnya ganti rugiterdapat beberapa hal yang harusdiperhatikan, yaitu : penetapannya harusdidasarkan atas musyawarah antara Panitiadengan para pemegang hak atas tanah danpenetapannya harus memperhatikan hargaumum setempat, disamping faktor-faktorlain yang mempengaruhi harga tanah 28 .Selain itu, perlu pula dipertimbangkanadanya faktor-faktor non fisik (immateril)
28 Maria Sumardjono, Tanah dalam
Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya,(Jakarta: Buku Kompas, 2008), halaman 251
dalam penentuan besarnya ganti rugi.Misalnya, turunnya penghasilan pemeganghak dan ganti kerugian yang disebabkankarena harus melakukan perpindahantempat/pekerjaan.Berdasarkan penjelasan sebelumnyayang menyebutkan bahwa musyawarahmerupakan salah satu tahapan yang tidakdapat dikesampingkan dalam prosespenetapan ganti kerugian, yaitu peran aktifmasyarakat sebagai pemegang hak atastanah sebelum hak atas tanah tersebutdialihkan kepada pihak lain. Pentingnyajaminan bahwa proses musyawarah berjalansebagai proses tercapainya kesepakatansecara sukarela dan bebas dari tekananpihak manapun dan dalam berbagaibentuknya juga sangat diperlukan.29 Hal inidikarenakan syarat-syarat untuk tercapainyamusyawarah secara sukarela dan bebastersebut sangat menetukan jalannya prosespenetapan ganti kerugian. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :a) ketersediaan informasi secara jelasdan menyeluruh tentang hal-hal yangberhubungan langsung denganparapihak (dampak dan manfaat,besarnya ganti kerugian, rencanarelokasi bila diperlukan, rencanapemulihan pendapatan dan lainsebaginya),b) suasana yang kondusifc) keterwakilan parapihakd) kemampuan parapihak untukmelakukan negosiasie) jaminan bahwa tidak adanya tipuan,pemaksaan, atau kekerasan dalamproses musyawarah.30Walaupun secara proseduralmusyawarah telah memenuhi syarat-syaratdi atas, namun apabila keputusan yangdihasilkan dilandasi adanya tekanan, makatidaklah dapat dikatakan telah dicapaikesepakatan karena tekanan itu merupakanwujud dari pemaksaan kehendak dari satupihak untuk menekan pihak lain agarmengikuti kehendaknya. Dengan kata lain,kesepakatan itu terjadi dalam keadaanterpaksa atau adanya intimidasi dari pihak
29Keppres Nomor 55/1993 pasal 9 tentangPengadaan Tanah bagi PelaksanaanPembangunan untuk Kepentingan Umum.30Op.cit, halaman 272
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pihak tertentu. Disamping itu, keterlibatanorang/pihak di luar kepanitaan yang tidakjelas/fungsi dan tanggungjawabnya akansemakin mengaburkan arti musyawarahtersebut.Bila dikarenakan ada sebab-sebabtertentu yang terjadi sehingga prosesmusyawarah tidak dapat berlangsungsebagaimana diharapkan, maka upayaparapemegang hak atas tanah tersebutsebelum dialihkan kepada pemegang hakatas tanah yang baru dapat melakukanbeberapa upaya penyelesaian sengketa,baikmelalui jalur litigasi maupun non litigasi agartidak terjadi sengketa dikemudian hari.Mengenai sengketa hak hak atas tanah iniadalah permasalahan yang sangat rumit danberkepanjanganDalam rangka pemberian Hak GunaUsaha, tidak semua tanah dapat menjadiobjek Hak Guna Usaha. Adapun tanah-tanahyang dikecualikan sebagai objek Hak GunaUsaha tersebut adalah:a. tanah yang sudah merupakanperkampungan rakyat,b. tanah yang sudah diusahakan olehrakyat secara menetap,c. tanah yang diperlukan olehpemerintah.31Dalam konteks luas tanah yang dapatdiberikan status Hak Guna Usaha, Pasal 5ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40tahun 1996 menyebutkan bahwa luasminimum tanah yang dapat diberikan statusHak Guna Usaha adalah lima hektar.Sedangkan luas maksimum dari tanah yangdapat diberikan kepada perorangan adalahdua puluhlima hektar. Hal ini sebagaimanadiatur dalam Pasal 5 ayat (3). Untuk luastanah yang akan diberikan kepada badanhukum ditetapkan oleh Menteri denganmemperhatikan pertimbangan dari pejabatyang berwenang di bidang usaha yangbersangkutan dengan mengingat luas tanahyang diperlukan untuk melaksanakan usahayang paling berdaya guna di bidang usahayang bersangkutan sebagaimana disebutkan
31 Sudharyo Soimin, Status Hak dan
Pembebasan Tanah, Edisi Ketiga, (Jakarta: SinarGrafika, , 2001), halaman 24
dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan PemerintahNomor 40 tahun 1996.32
4. JangkaWaktu Hak Guna UsahaJangka waktu pemberian Hak GunaUsaha dapat ditemukan dalam ketentuanPasal 29 Undang-undang Nomor 5 tahun1960. Dalam rumusan pasal tersebutdisebutkan bahwa:(1) Hak Guna Usaha diberikan untuk waktupaling lama 25 tahun.(2) Untuk perusahaan yang memerlukanwaktu yang lebih lama dapat diberikanHak Guna Usaha untuk waktu palinglama 35 tahun.(3) Atas permintaan pemegang hak danmengingat keadaan perusahaannyajangka waktu yang dimaksud dalam ayat(1) dan (2) pasal ini dapat diperpanjangdengan waktu yang paling lama 25tahun.Berdasarkan rumusan Pasal 29sebagaimana tersebut di atas, dapatdiketahui bahwa Hak Guna Usaha diberikanuntuk jangka waktu antara 25 tahun hingga35 tahun, dengan ketentuan bahwa setelahberakhirnya jangka waktu tersebut, HakGuna Usaha tersebut dapat diperpanjanguntuk masa 25 tahun berikutnya.Ketentuan mengenai jangka waktudan perpanjangan Hak Guna Usahadijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 8Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996tentang Hak Guna Usaha, Hak GunaBangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Pasal 8menyatakan bahwa:(1) Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6 diberikan untuk jangkawaktu paling lama tiga puluh lima tahundan dapat diperpanjang untuk jangkawaktu paling lama dua puluh lima tahun(2) Sesudah jangka waktu Hak Guna Usahadan perpanjangannya sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) berakhir,kepada pemegang hak dapat diberikanpembaharuan Hak Guna Usaha di atastanah yang sama.Berdasarkan rumusan Pasal 8tersebut, diketahui bahwa Hak Guna Usahadapat diberikan untuk jangka waktu
32Supridi, Hukum Agraria, (Jakarta: SinarGrafika, 2008), halaman 112
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maksimum (selama-lamanya) enam puluhtahun, dengan ketentuan sebagai berikut:a. Tanah tersebut masih diusahakandengan baik sesuai dengan keadaan,sifat dan tujuan pemberian haknya. Halini sebagaimana diatur dalam Pasal 9Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun1996.b. syarat-syarat pemberian hak tersebutmasih dipenuhi dengan baik olehpemegang hakc. pemegang hak masih memenuhi syaratsebagai pemegang hak.33Dengan demikian, setelahberakhirnya jangka waktu 35 tahun denganperpanjangan selama 25 tahun (seluruhnyaberjumlah 60 tahun), Hak Guna Usaha hapusdemi hukum. Hapusnya Hak Guna Usaha inibukan berarti tidak dapat diperpanjang dandiperbaharui. Hal ini sesuai denganketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 PeraturanPemerintah Nomor 40 tahun 1996 yangmenyebutkan bahwa Hak Guna Usaha yangtelah berkahir jangka waktunya atau hapusdapat diperpanjang kembali.
5. Hapusnya Hak Guna UsahaHapusnya Hak Guna Usaha secarajelas telah diatur di dalam Pasal 17Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun1996 yang menjelaskan sebagai berikuta. Berakhirnya jangka waktu sebagaimanayang ditetapkan dalam keputusanpemberian hak atau perpanjangannya,b. dihentikan sebelum jangka waktunyaberakhir, karena :1) pemegang hak tidak melakukankewajiban-kewajibannya, yaitu :a) tidak membayar uangpemasukan kepada negara;b) tidak melaksanakan usahadibidang pertanian,perkebunan, perikanandan/atau peternakan sesuaidengan peruntukan danpersyaratan sebagaimanaditetapkan dalam keputuanpemberian haknya;
33Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja,
Seri Hukum Harta Kekayaan, Hak-Hak Atas Tanah,(Jakarta: Kencana, 2008), halaman 158
c) tidak mengusahakan sendiritanah Hak Guna Usaha denganbaik sesuai dengan kelayakanusaha berdasarkan kriteriayang ditetapkan oleh instansiteknis;d) tidak membangun dan/ataumenjaga prasarana lingkungandan fasilitas tanah yang adadalam lingkungan areal HakGuna Usaha;e) tidak memelihara kesuburantanah dan tidak mencegahterjadinya kerusahan sumberdaya alam serta kelestarianlingkungan;f) tidak menyampaikan laporansecara tertulis setiap akhirtahun mengenai penggunaandan pengelolaan Hak GunaUsaha;g) tidak menyerahkan kembalitanah dengan Hak GunaUsahakepada negara setelah haktersebut hapus;h) tidak menyerahkan sertifikatHak Guna Usaha yang telahberakhir jangka waktunyakepada kantor pertanahan.2) adanya putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap.c. dilepaskan oleh pemegang hak secarasukarela sebelum jangka waktunyaberakhir;d. dicabut untuk kepentingan umum;e. ditelantarkan (objek Hak Guna Usahatidak dimanfaatkan sebaik mungkin olehpemegang hak);f. tanahnya musnah, misalnya akibatterjadi bencana alam;g. pemegang hak tidak lagi memenuhisyarat dan tidak melepaskannya kepadapihak lain yang memenuhi syaratsebagai pemegang hak.34
6. Syarat  Pemberian hak Guna Usaha
kepada perusahaan SwastaSyarat-syarat pemberian hak gunausaha mengacu kepada PeraturanPemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang HakGuna Usaha, Hak Guna Bangunan dan HakPakai atas Tanah. Subyek dalam Hak guna
34Ibid, halaman 172
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Usaha adalah Warga Negara Indonesia danbadan Hukum yang didirikan menuruthukum Indonesia dan berkedudukan diIndonesia35.PT. EMHA sebagai Perusahaan Swastayang didirikan menurut Hukum NegaraRepublik Indonesia dan berkedudukan diIndonesia adalah sebagai Subyek  Hukumdan berhak menjadi pemegang Hak GunaUsaha.Sesuai dengan Surat Keputusan Menteridalam Negeri No.32/HGU/DA/88 bahwa PT.EMHA berhak Atas Tanah HGU seluas 639,67Ha, dimana Hak Guna Usaha ini diperolehmulai tahun 1962 berdasarkan SuratKeputusan Menteri Pertanian dan AgrariaTanggal 27 Juli 1962 No. SK.II/57/KAmengenai Pemberian Hak Guna Usaha atasTanah Perkebunan tersebut seluas 830 Hakepada CV. EMHA dengan ketentuan agarmerubah status Badan Hukum dari
Commanditaire Vennootschap kepadaPerseroan Terbatas.Agar PT. EMHA mendapat Suratperpanjangan Izin HGU maka PT. EMHAmengganti Status Badan Hukum menjadi PT.kemudian berdasarkan Surat KeputusanMenteri Dalam Negeri cq. Direktorat JenderalAgraria tanggal 16 Juli 1973  No.SK.48/HGU/DA/73 mengizinkan PT. EMHAKEBUN  meneruskan Hak Guna Usahasehingga terbit Hak Guna Usaha No. 1Tanggal 8 November 1973 atas nama PT.EMHA KEBUN dan akan berakhir haknyaTanggal 7 November 1998. Tanggal 21November 2013, BPN RI menerbitkanKeputusan Kepala BPN RI No. 133/HGU/BPNRI/2013 tentang Pemberian PerpanjanganJangka Waktu Hak Guna Usaha Atas NamaPT. Perusahaan Perkebunan , Perindustriandan Perdagangan EMHA Trading CompanyDisingkat PT. EMHA Kebun Atas Tanah diKabupaten Batu Bara, Propinsi SumateraUtara. HGU yang diberikan perpanjanganseluas 651,64 Ha.
B. Hubungan Hukum PT. EMHA
dengan Kelompok Tani Sekar
Rukun1. Kelompok Tani Sekar Rukun
35 Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 40Tahun 1996
Kelompok Tani Sekar Rukun adalahwarga Masyarakat Desa SimodongKecamatan Sei Suka Kabupaten Batubarapemekaran Kabupaten Asahan yangdibentuk oleh beberapa orang masyarakatuntuk membina kerjasama dalammemanfaatkan lahan pertanian yangdiberikan oleh Negara. Kelompok initerbentuk adalah karena mereka diberifasilitas oleh pemerintah melalui program
Landreform pada tahun 1960 .Kelompok Tani Sekar Rukunberjumlah 22 orang yang kesemuanyaadalah Masyarakat Desa Simodong.  Berikutnama-nama dan Luas tanah sesuai denganSurat Keterangan penghulu KampungPerkebunan Sipare pare pada Tanggal 30Oktober 1970.Tanah yang dimiliki oleh kelompoktani sekar Rukun adalah konsesi  kebun sipare-pare Timut yang sudah disahkan olehDjawatan Pengukuran Tanah pemerintahAsahan No. 282/ 1969 Tanggal 1 Mei 1969berdasarkan bukti surat keterangan No463/D-VI /69 tertanggal 3 Djuni 1969 (SuratTerlampir) yang dikeluarkan dari bekasKonsesi Perkebunan Sipare-pare Timurseluas 25,97 Ha. Pembagian ini dipertegaslagi melalui Landreform yang diberikan olehpemerintah kepada masyarakat desaSimodong yang berjumlah 22 KepalaKeluarga  sebagaimana diuraikan dalamTabel 1 (terlampir)Selanjutnya pemerintah kabupaten Asahanmembentuk Landreform sesuai dengan suratPANITIA LANDREFORM daerah Tingkat IIasahan dengan Surat Izin menggarap No. 01sampai dengan 022/LR/1970 ( terlampir )2. Kebijakan Pemerintah Melalui LandreformIstilah Landreform pada mulanya dicetuskanoleh Lenin dan banyak digunakan di negarakomunis atau negara blok timur denganadagium ”land to the tiller” untuk memikathati rakyat dan petani yang menderitakarena tekanan landlord, untuk kepentinganpolitis di negara tersebut.Di Indonesia, landreform yangdimaksud tidak sama dengan yang dimaksuddi negara komunis. Landreform di negaraIndonesia bukan hanya dalam pengertianpolitis belaka tapi juga dalam pengertiantehnis. Selain itu landreform dilaksanakanbukan hanya untuk kepentingan negara atau
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golongan tertentu saja, tetapi ditujukanuntuk memberikan kemakmuran bagi rakyatbaik secara individual maupun bersamadengan cara mengakui adanya hak milikperoranganPemberian tanah kepada masyarakatdesa Simodong Kecamatan Sei Suka adalahkebijakan Pertanahan yang ditempuh olehpemerintah dalam hal ini PemerintahKabupaten Asahan pada masa itu. Tanahyang dibagikan adalah tanah perkebunanbekas hak asing yang sudah habis masawaktunya. Ditinjau dari segi hukum agrariakebijakan ini adalah sangat tepat disampingmasyarakat yang dapat tanah tersebutadalah kebanyakan buruh kebun disitu.Tanah yang dibagikan kepadakelompok tani desa Simodong ini adalahtanah pertanian, dengan demikian sangat pasuntuk mereka, karena masyarakat adalahpetani. Kebijakan Landreformmengubah/membentuk kembali sesuatuuntuk menuju perbaikan. Dengan demikian
landreform berkaitan dengan perubahanstruktur secara institusional yang mengaturhubungan manusia dengan tanah. Hal inidimiliki oleh masyarakat desa Simodongpada masa itu. Pengusahaan tanahsedemikian rupa sehingga manfaat darihubungan antara manusia dengan tanahdapat tersebar lebih merata untukmeningkatkan taraf hidup petani desaSimodong.Dalam lingkup masalah ini36 A.P.Parlindungan menyatakan kalaulah maukonsekuen dengan ketentuan bunyi Pasal 1dan pasal 2 UUPA seharusnya digunakanistilah agrarian reform, dimana didalamnyaterdapat landreform, water reform dan air
reform. Dengan demikian yang diadakanperombakan tidak hanya hubungan manusiadengan tanahnya saja tetapi juga dengan airdan ruang angkasa,   karena itu dalamkonteks UUPA, A.P. Parlindungan lebih sukamenggunakan istilah agrarian reform. Dariuraian tersebut A.P. Parlindungan secaratersirat membedakan antara landreformdengan agrarian reform, dan menyatakanbahwa landreform merupakan salah satubagian dari program agrarian reform.
36 AP parlinddungan, Op.cit halaman 36
Dalam Tap MPR No. IX tahun 2001pasal 2 disebutkan: “Pembaruan agrarianmencakup suatu proses yangberkesinambungan berkenaan denganpenataan kembali penguasaan, pemilikan,penggunaan dan pemanfaatan sumber dayaagraria, dilaksanakan dalam rangkatercapainya kepastian dan perlindunganhukum serta keadilan dan kemakmuran bagiseluruh rakyat Indonesia”. Terlihat disini,bahwa ada dua bagian pokok yang menjadiperhatian pembaruan agraria, yaitu aspek“penguasaan dan pemilikan” di satu sisi, danaspek “penggunaan dan pemanfaatan” di sisilainnya. Penataan penguasaan dan pemilikantersebut merupakan kegiatan utama
landreform dengan intinya beruparedistribusi tanah.Sehubungan dengan pengertian
landreform tersebut, maka tujuandiadakannya landreform adalah: Untukmenyempurnakan adanya pemerataantanah; ada dua dimensi untuk tujuan ini;pertama, adanya usaha untuk menciptakanpemerataan hak atas tanah di anatar parapemilik tanah. Ini dapat dilakukan melaluiusaha yang intensif, yaitu denganredistribusi tanah; kedua, untuk mengurangiperbedaan pendapatan antara petani besardan kecil yang dapat merupakan usahauntuk memperbaiki persamaan di antarapetani secara menyeluruh. Untukmeningkatkan dan memperbaiki daya gunapenggunaan tanah. 37.
V. Penutup
A. KesimpulanKesimpulan yang dapat diambil  dalampenyelesaian Permasalahan     PT. EMHAdengan Masyarakat Kelompok Tani SekarRukun adalah sebagai berikut:1. Pengajuan  Permohona PT. EMHAsebagai pemilik Hak Guna Usaha AtasTanah  sesuai dengan syarat syaratuntuk permohonan memperoleh  HakGuna Usaha sudah sesuai denganUndang-undang Pokok Agraria,Peraturan pemerintah No 40 tahun1996 tentang Hak Guna Usaha, hal inidapat dibuktikan dengan  SuratKeputusan Menteri Pertanian danAgraria Tanggal 27 Juli 1962 dengan
37 Supriadi, Op.cit halaman 17
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Nomor SK.II/57/Ka seluas 830 Hadengan ketentuan merubah  statusbadan hukum dan kemudianberdasarkan Surat Keputusan MenteriDalam Negeri Cg. Direktorat JenderalAgraria tanggal 16 Juli 1973 denganNomor SK.48/HGU/DA/73, kemudianperpanjangan dilakukan berdasarkanKeputusan Menteri dalam Negeri Nomor32/HGU/DA/88 yang luasnya 653,50 Hadan berakhir 31 Desember 2013,kemudian telah diperpanjangTertanggal 21 November 2013, BPN RImenerbitkan Keputusan Kepala BPN RINo. 133/HGU/BPN RI/2013 dengan luas651,24, karena ada garapan di dalamtanah HGU seluas 1,6 Ha yang sudahpunya fasilitas umum.2. Permasalahan yang terjadi antara PT.EMHA Kebun dengan Kelompok TaniSekar Rukun adalah dilatarbelakangiadanya pembagian tanah daripemerintah yang diperuntukkan bagimasyarakat Desa Simodong untukdikelola menjadi lahan Pertanian.Peristiwa ini terjadi mulai dari Konsesisurat Keterangan No 463/D-VI 1969 dantahun 1970 melalui panitia LandreformDaerah Tingkat II Asahan sesuai denganSurat Izin mengerjakan  No1/LR/1970sampai dengan No.22/LR/1970berdasarkan Surat keputusan MenteriAgraria Tanggal 22 Agustus  1961 No.SK 509/KA dan Peraturan pemerintahNo 224/1964 tanggal 19 September1961.3. Usaha-usaha yang sudah dilakukan olehKantor Pertanahan kabupaten Asahansudah sangat banyak denganmempertemukan Management PT.EMHA dengan Kelompok Tani SekarRukun hanya saja usaha tersebut masihbelum menemukan hasil. Usaha dariPemkab Batubara belum pernahdilakukan untuk menyelesaikan masalahini karena perangkat badan untukmenyelesaikan PermasalahanPertanahan belum dibentuk di PemkabBatubara. Keadaan ini sangatberhubungan erat dengan kabupatenBatubara yang baru dimekarkan dariKabupaten Induk, maka segala sesuatubelum bisa berjalan dengan normal.
B. Saran1. Agar perusahaan yang sudah memilikiseluruh prosedur permohonan Hak gunaUsaha dilindungi keberadaannya.Perusahaan yang jujur dalam mengelolasebuah perusahaan membawakonstribusi terhadap bangsa dan negara,selain membayar pajak kepada negarajuga menyerap tenaga kerja dibidangperkebunan2. Lakukan pengukuran kembali atas tanahsengketa agar tidak terjadi konflikberkepanjangan dalam masyarakat yangakan merugikan kedua belah pihak.Mengenai biaya harus dikondisikankepada para pihak yang bermasalah3. Kedepan sudah harus dipikirkanpengadilan khusus bidang pertanahan,agar yang menangani kasus Pertanahanadalah orang orang yang ahli di bidangPertanahan, dan diharapkan putusanyang dibuat benar-benar mencerminkankeadilan dan kesejahteraan masyarakat.
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